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Abstrak 

Urbanisasi yang terus terjadi tanpa perencanaan akan berakibat negatif pada pergeseran perkembangan kota ke arah pinggiran kota atau 
urban sprawl. Konsep compact city atau kota kompak menjadi solusi dari perkembangan kota yang sprawl dengan adanya intensifikasi 
lahan dan pemerataan sistem transportasi. Kota Depok merupakan salah satu wilayah yang memiliki kecenderungan sprawl dengan isu-
isu guna lahan dan transportasi. Kota Depok memiliki strategi pengembangan kota yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 
tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tahun 2018-2029 dengan meningkatkan 
keterpaduan antara tata guna lahan dan transportasi melalui penerapan konsep kota kompak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui potensi guna lahan dan sistem transportasi Kota Depok dalam penerapan konsep kota kompak. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deduktif kuantitatif dengan metode analisis spasial dan statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan delapan indikator 
konsep kota kompak yang dilihat dari aspek tata guna lahan dan sistem transportasi. Dari hasil analisis aspek tata guna lahan, persentase 
wilayah dengan kepadatan tinggi di Kota Depok sebesar 50%, kepadatan perumahan dan permukiman tinggi sebesar 23%, wilayah yang 
memiliki guna lahan campuran sebesar 41%, serta keterjangkauan dan ketersediaan sarana sebesar 46%. Sementara itu, dari aspek 
transportasi, aksesibilitas tinggi berada pada persebaran guna lahan perkotaan dan peribadatan. Konektivitas jalan di Kota Depok memiliki 
rasio 1.6, dan terdapat tujuh nodal multimoda di Kota Depok. Penelitian menemukan bahwa 2.422 Ha atau 12% wilayah Kota Depok sudah 
memiliki potensi kota kompak karena wilayahnya mendukung keseluruhan indikator perkembangan konsep kota kompak. 

Kata kunci: analisis spasial; Kota Depok; kota kompak; sistem transportasi; tata guna lahan 

 

Abstract 

Uncontrolled continuous urbanization will cause unwanted urban form, one of which is urban development shift to the suburbs or urban 
sprawl. The concept of a compact city becomes a solution to urban sprawl with the intensification of land and an even distribution of the 
transportation system. Depok City is a region that tends to sprawl, characterized by its land use and transportation issues. Depok City has 
a city development strategy stated in Presidential Regulation number 55 of 2018 concerning the Transportation Master Plan for Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi for 2018-2029 by increasing the integration between land use and transportation by implementation 
of the compact city concept. The purpose of this study is to determine the potential of land use and transportation system in Depok City for 
the application of compact city concept. This study applies a quantitative deductive approach with spatial analysis and descriptive statistics 
method. This study uses eight indicators of compact city concept from the aspects of land use and transportation system. Results of land 
use analysis show that the percentage of area with high density in Depok City is 50%, area with high density housing and settlements is 
23%, area with mixed land use is 41%, and the affordability and availability of facilities is 46%. Meanwhile, from the transportation aspect, 
high accessibility is in the distribution of urban land use and worship facilities. Road connectivity in Depok City has a ratio of 1.6, and there 
are seven multimodal nodes in Depok City. The study found that 2.422 Ha or 12%  of Depok City area has the potential for compact city 
because the area supports all development indicators of the compact city concept. 
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1. PENDAHULUAN  

Urbanisasi saat ini adalah topik penting dalam ranah perkotaan karena berkaitan erat dengan proses perkembangan kota 
dan konsentrasi penduduk. Daya tarik kota dapat mendorong terjadinya urbanisasi sehingga kota mengalami peningkatan 
jumlah penduduk dan aktivitas manusia. Jika proses urbanisasi tidak terkendali, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan 
(Jamaludin, 2015). Proses urbanisasi yang masif jika tidak diimbangi dengan perencanaan akan menimbulkan pergeseran 
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perkembangan kota ke arah pinggiran secara tidak teratur atau disebut urban sprawl. Urban sprawl terjadi di daerah pinggiran 
kota dan ditandai dengan meningkatnya kebutuhan ruang, sehingga situasi ini akan berakibat pada pergeseran urbanisasi ke 
pinggiran kota yang tersebar secara acak dan tidak terkendali (Rustiadi, et.al., 2015). Urban sprawl memiliki pengaruh negatif 
bagi lahan, yang akan berdampak pada sulitnya penataan ruang kota (Yunus, 2002 dalam Hanief & Dewi, 2014).  

Melihat permasalahan perkembangan kota yang tidak teratur, maka muncul konsep perkembangan kota yang bertujuan 
mengurangi dampak negatif urban sprawl, yaitu konsep compact city atau kota kompak. Konsep kota kompak menjadi salah 
satu jawaban permasalahan urban sprawl yang merugikan (Burgess & Jenks, 2000). Konsep ini telah ditetapkan sebagai 
pengendalian urban sprawl di negara-negara maju, diantaranya di Inggris (Roychansyah, 2006) dengan melihat karakteristik 
dari penggunaan lahan campuran dengan kepadatan yang tinggi, intensifikasi aktivitas, kombinasi fungsi guna lahan, dan 
pemerataan sistem transportasi publik (Burton, 2000). 

Saat ini, Indonesia berada dalam kategori urbanisasi menengah dengan pertambahan populasi lebih dari 54% (Pusparisa, 
2019). Salah satu wilayah yang menjadi daya tarik urbanisasi adalah wilayah metropolitan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi atau dikenal dengan Jabodetabek (Harahap, 2013). Pergerakan pengguna metropolitan Jabodetabek sebagai hasil 
dari urbanisasi mengarah ke Kota Depok atau ke arah selatan dengan pola sprawl dengan berkembang mengikuti jalan (Asmi, 
Juhadi, & Indrayati, 2018). Kota Depok merupakan wilayah yang berada sentral dari wilayah Jabodetabek. Perkembangan 
lahan dari Kota Jakarta mengarah ke Kota Depok berakibat pada perkembangan wilayah yang cepat yang tidak disertai 
perencanaan sehingga terciptanya bentuk kota sprawl (Desiyana, 2017). Perkembangan sprawl di Kota Depok mengarah 
kepada tipe ribbon development, dimana aspek transportasi memiliki peranan yang penting (Asmi et. al., 2018). 

Perkembangan urban sprawl di Kota Depok didukung populasi penduduk kota yang cukup tinggi. Kota Depok memiliki 
penduduk sejumlah 2.056.335 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 10.267 jiwa/km2 (Badan Pusat Statistik Kota 
Depok, 2020). Kepadatan tersebut berakibat pada adanya intensifikasi lahan di Kota Depok. Melihat data tersebut, 
bertambahnya penduduk di Kota Depok mengakibatkan perkembangan kota yang pada akhirnya akan mendorong perubahan 
penggunaan lahan yang ada. Penggunaan lahan di Kota Depok memiliki tingkat yang signifikan, dimana pada tahun 2017 
tercatat guna lahan terbangun mencapai 88,14% (Heryviani, et. al., 2017). Kota Depok memiliki kepadatan yang tinggi dan 
juga perkembangan kota yang masif, yang jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik maka akan memunculkan 
permasalahan perkotaan. Masif dan pesatnya perkembangan Kota Depok berakibat munculnya isu penggunaan lahan 
(Abriyanto, 2010), serta isu lainya seperti kemacetan yang krusial di Kota Depok. Hal tersebut terjadi karena adanya 
ketidakseimbangan perkembangan sistem transportasi di Kota Depok. Sistem transportasi di Kota Depok masih belum dapat 
menjamin terjaganya konektivitas dan mobilitas penduduk akibat dari terhambatnya pergerakan internal dan eksternal 
transportasi (Pramesi, 2020). 

Dari uraian data kondisi yang diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa Kota Depok tumbuh dan berkembang secara dinamis 
dan memiliki isu-isu perkotaan terkait guna lahan dan sistem transportasi. Kota Depok sudah memiliki strategi pengelolaan 
ruang kota yang kompak dan efisien yang tertuang pada Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 1 tahun 2015. Selain itu, 
terdapat pula strategi yang mendukung dalam pengembangan kota yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 
2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tahun 2018-2029 dengan 
meningkatkan keterpaduan antara tata guna lahan dan transportasi di wilayah Jabodetabek. Hal tersebut didukung dengan 
adanya Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 yang memuat pengembangan konsep kota kompak dalam membatasi 
pertumbuhan kawasan kota ke kawasan sekitarnya. Dengan demikian, konsep kota kompak dapat menjadi solusi untuk 
mengurangi permasalahan yang ada dan meningkatkan keterpaduan antara guna lahan dan sistem transportasi bagi 
perkembangan Kota Depok. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana potensi tata guna lahan dan sistem transportasi 
Kota Depok dari perspektif konsep kota kompak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi guna lahan dan sistem 
transportasi Kota Depok dalam penerapan konsep kota kompak. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan tata guna lahan dan sistem transportasi. Penelitian ini 
menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan konsep kota kompak sebagai dasar untuk perumusan indikator yang 
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kemudian dianalisis untuk mendapatkan potensi penerapan konsep kota kompak di Kota Depok dari perspektif tata guna lahan 
dan sistem transportasi. 

2.1 TATA GUNA LAHAN 

Tata guna lahan dapat digambarkan sebagai ruang yang tertata. Tertata bermakna upaya untuk merencanakan 
penggunaan lahan dalam suatu wilayah sehingga wilayah tersebut dibagi menjadi wilayah khusus ataupun fungsi khusus. 
Bentuk intervensi manusia terhadap lahan/ruang dikenal dengan tata guna lahan. Hal ini digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia (Vink, 1975 dalam Widayanti, 2010). Selanjutnya menurut Catanese (1986), tata guna lahan 
merupakan rancangan peruntukan kota dengan pengaruh diantaranya oleh manusia, aktivitas, dan lokasi, sehingga diketahui 
bahwa perubahan guna lahan dipengaruhi oleh ketiga elemen tersebut. Gambar 1 menunjukkan penggambaran elemen tata 
guna lahan menurut Catanese (1986). 

 
Sumber: Catanese, 1986 

Gambar 1. Elemen Guna Lahan 

Di sisi lain, Chapin & Kaiser (1979) mengungkapkan bahwa terdapat tiga sistem yang mempengaruhi guna lahan, yaitu 
sistem kegiatan, sistem pengembangan lahan, dan sistem lingkungan. Sistem kegiatan yang dimaksud adalah macam-macam 
kegiatan yang ada di lahan; sistem pengembangan lahan berarti lahan yang sudah dikembangkan maupun yang belum 
dikembangkan; dan sistem lahan berarti penggunaan lahan yang perlu dilindungi sumber dayanya. Dari penjelasan teori-teori, 
didapatkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tata guna lahan memiliki pembagian dengan ketentuan khusus 
dengan unsur di dalamnya berupa sistem aktivitas yang mencakup keterkaitan antara lahan dan manusia. 

2.2 SISTEM TRANSPORTASI 

Sistem transportasi merupakan salah satu aspek yang mendukung konsep pengembangan kota yang kompak (Burton, 
Jenks, & Williams, 1996). Konsep kota kompak mengedepankan efisiensi sistem transportasi dengan penggunaan angkutan 
umum, peningkatan kelayakan jalan kaki, dan bersepeda sehingga dapat mengurangi jarak perjalanan dan muncul model 
transit yang sejalan dengan konsep kota kompak (Bramiana & Widiastuti, 2017) sehingga didapatkan pendekatan kota kompak 
yang mengedepankan efisiensi sistem transportasi. Sistem transportasi diharapkan dapat berjalan efisien dan efektif. Efektif 
ditandai dengan adanya sistem yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi, sementara efisien berarti penggunaan 
transportasi memiliki beban yang rendah bagi publik dan memiliki utilitas yang tinggi (Rifusua, 2010). 

Sistem transportasi kota adalah bentuk komponen transportasi yang saling mendukung untuk melayani wilayah perkotaan. 
Komponen atau elemen tersebut meliputi manusia atau barang, alat angkut, tempat bergerak, terminal/sarana transportasi, 
dan sistem yang mengaturnya (Miro, 1997). Sehingga, dapat dikatakan transportasi adalah kegiatan pemindahan, 
pengangkutan atau pengiriman manusia ataupun barang yang didukung dengan sistem yang baik dari suatu lokasi ke lokasi 
lainnya yang dapat memperoleh keuntungan ekonomi. 

Menurut Tamin (2000), perencanaan sistem transportasi makro dapat dilihat dari sistem kegiatan (transport demand), 
sistem jaringan (prasarana transportasi), dan sistem pergerakan lalu lintas (traffic). Sistem kegiatan adalah penggunaan lahan 
yang dapat menarik pergerakan lalu lintas untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Adanya intensitas dan aktivitas dari tata guna 
lahan berpengaruh pada pergerakan transportasi. Sistem jaringan merupakan jaringan transportasi meliputi jaringan yang 
dapat memudahkan pergerakan manusia dan/atau barang (Tamin, 2000). Sedangkan sistem pergerakan merupakan 
manajemen lalu lintas sehingga menciptakan pergerakan barang dan/atau barang dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan 
lingkungan (Tamin, 2000). Dapat disimpulkan bahwa sistem transportasi memiliki unsur sistem kegiatan yang merupakan tata 
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guna lahan yang menimbulkan pergerakan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen pendukung yaitu sistem kegiatan, 
sistem jaringan, dan sistem pergerakan. 

2.3 KOTA KOMPAK 

Munculnya konsep kota kompak (compact city) berawal dari adanya gagasan new urbanism yang salah satunya 
mengangkat pola community neighborhood yang berprinsip kepada pengembangan berbasis komunitas (Katz, 1994). Konsep 
dan kebijakan kota kompak berkembang dengan memedulikan perkembangan lingkungan dan sosial-ekonomi pada 
pembangunan perkotaan. Berawal dari adaptasi model perkotaan pada abad pertengahan, kota kompak mendukung 
intensifikasi lahan dengan perumahan yang lebih tinggi dengan tujuan perencanaan untuk kekompakan dan integrasi antara 
penggunaan lahan (Burgess & Jenks, 2000). 

Konsep kota kompak sudah banyak dikembangkan oleh kota-kota di Eropa sejak abad pertengahan, sehingga 
memunculkan beragam karakteristik konsep kota kompak. Bruton (2000); Galster et. al., (2001); dan Song & Knaap (2004) 
dalam Neuman (2005) menjelaskan karakteristik kota kompak dilihat dari kepadatan hunian, penggunaan lahan campuran, 
peningkatan interaksi sosial dan ekonomi, pembangunan kota yang terkendali, transportasi multimoda, tingkat aksesibilitas 
yang tinggi, dan rasio ruang terbuka hijau (RTH) yang rendah. Kota kompak merupakan perencanaan kota yang efisien 
sehingga pembangunannya memaksimalkan lahan yang ada. Roseth (1991) menjelaskan proses pengembangan kota yang 
memiliki populasi yang tinggi dan guna lahan yang terbatas dengan menjadikan kota kompak sebagai gagasan untuk kota 
yang lebih kompak dan berkelanjutan ditandai dengan kepadatan tinggi dan struktur ruang yang terkonsentrasi. Sistem 
kompak ini sebagai alternatif penggabungan fungsi guna lahan yang efektif dan dapat diterapkan di kawasan perkotaan. 

Konsep kota kompak merupakan salah satu konsep pembangunan kota yang menjadi salah satu jawaban permasalahan 
urban sprawl. Konsep ini dikenalkan oleh George Dantzig dan Thomas L. Saaty pada tahun 1973 yang merupakan respons 
dari kurang efektifnya pembangunan yang menimbulkan urban sprawl. Dalam mengatasi masalah tersebut, Roychansyah 
(2006) membandingkan pengembangan kota kompak dengan kota yang acak dilihat dari berbagai aspek yang memperlihatkan 
bahwasanya pembangunan kota kompak merupakan respon dari pengembangan urban sprawl. 

Melihat keterkaitan dengan sistem transportasi, kota yang kompak merupakan salah satu bentuk kota dengan 
pengembangan yang meningkatkan penggunaan transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi sehingga 
dapat menjadikan solusi mengatasi kemacetan, polusi lingkungan, dan konsumsi energi yang berlebihan (Newman & 
Kenworthy, 1991). Konsep kota kompak berkaitan erat dengan kepadatan yang tinggi yang dapat mengakibatkan kemacetan 
dan polusi. Sistem transportasi sangat berpengaruh dalam pengembangan kota dan penggunaan transportasi publik dapat 
menjadi salah satu solusi yang tepat dengan akses yang mudah terjangkau bagi semua warga. 

2.3.1 Indikator Kota Kompak 

Terdapat beberapa metode yang dikembangkan oleh para peneliti untuk mengukur bentuk kota kompak. Dalam penelitian 
ini, indikator penelitian difokuskan pada aspek tata guna lahan dan sistem transportasi sehingga didapatkan indikator yang 
berguna untuk analisis kota kompak di Kota Depok sebagaimana dielaborasi pada Tabel 1. 

Tabel 1 menunjukkan indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur perkembangan kota kompak dari berbagai 
referensi. Dari indikator-indikator tersebut, disintesis indikator-indikator terpilih yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri 
dari delapan indikator yaitu kepadatan lahan terbangun, kepadatan permukiman, penggunaan lahan campuran, ketersediaan 
fasilitas perkotaan, tingginya aksesibilitas, konektivitas jaringan jalan, ketersediaan fasilitas pedestrian, dan ketersediaan 
transportasi umum.  

Tabel 1. Indikator untuk Mengukur Kota Kompak 
No Sumber Indikator 
1 Burton, Jenks & Williams 

(1996) 
kepadatan kota dan permukiman; penggunaan lahan campuran; pola permukiman dalam 

pendekatan low energy; mendorong transportasi umum; tersedianya fasilitas pedestrian dan jalur 
sepeda 
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No Sumber Indikator 
2 Burton (2000) tingginya kepadatan penduduk, lahan terbangun, perumahan dan subpusat; ketersediaan 

amenitas kota; arahan penggunaan lahan vertikal; tersedianya fasilitas pedestrian dan jalur sepeda 
3 Neuman (2005) kepadatan lahan terbangun; adanya penggunaan lahan campuran; minimnya ruang publik; 

konektivitas kegiatan sosial; tingginya aksesibilitas, tersedianya transportasi multimoda 
4 Roychansyah (2006) tingginya kepadatan lahan terbangun; adanya intensifikasi kegiatan; mengintensifkan transportasi 

umum; tersedianya fasilitas pedestrian dan jalur sepeda 
5 Wicaksono (2013) tingginya kepadatan populasi dan bangunan; adanya keragaman tata guna lahan campuran; 

adanya kepadatan jaringan jalan 
6 Bardhan, Kurisu & Hanaki 

(2015) 
tingginya kepadatan penduduk; tersedianya fasilitas perkotaan; adanya konektivitas kegiatan 
sosial; ketersediaan transportasi publik; adanya jaringan jalan yang dapat mengakomodasi 

aktivitas 
 Indikator Terpilih tingginya kepadatan lahan terbangun, dan permukiman; adanya penggunaan lahan campuran; 

tersedianya fasilitas perkotaan; tingginya aksesibilitas; ketersediaan transportasi multimoda; 
adanya jaringan jalan yang dapat mengakomodasi aktivitas; dan tersedianya fasilitas pedestrian 

3. METODE PENELITIAN 

Ruang lingkup wilayah penelitian berada pada wilayah administratif Kota Depok yang memiliki luas 200,29 km² dan terdiri 
dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Ruang lingkup substansi berkaitan dengan konsep perkembangan kota kompak, dengan 
batasan substansi pada aspek tata guna lahan dan sistem transportasi dari perspektif kota kompak. Penelitian ini dilaksanakan 
pada tahun 2021. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif dengan menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif. Pendekatan deduktif merupakan sebuah pendekatan yang proses awalnya berasal dari teori/hipotesis 
yang selanjutnya dicoba untuk diuji atau diobservasi pada kondisi lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan untuk 
memecahkan permasalahan penelitian. Berpikir secara deduktif artinya adalah menggeneralisasikan teori kebenaran umum 
terkait isu-isu yang berkembang pada suatu data dengan cara memprediksikannya (Azwar, 1998). Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian kuantitatif dengan metode yang objektif, teratur, rasional, dan sistematis. 

3.1 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian merupakan faktor penting yang menjadi fokus peneliti untuk dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan 
darinya. Penelitian empiris memerlukan peran variabel dalam mengoperasionalkan konsep yang dilibatkan (Singarimbun & 
Effendi, 1989). Dalam penelitian ini, variabel disusun dengan melihat konsep dan teori yang memiliki korelasi dengan penelitian 
dan memiliki variasi nilai sehingga dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif. Variabel pada penelitian ini didapatkan dari 
sintesis teori konsep kota kompak, sehingga memunculkan variabel-variabel konsep kota kompak yang mencerminkan aspek 
guna lahan dan transportasi. Variabel-variabel konsep kota kompak tersebut antara lain kepadatan guna lahan, sistem 
kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan (lihat Tabel 2). 

Tabel 2. Variabel Penelitian 
Variabel Indikator Parameter 

Kepadatan Guna 
Lahan 

Kepadatan Lahan 
Terbangun 

Kepadatan tinggi jika nilai perbandingan populasi dengan luas lahan terbangun lebih 
dari 150 populasi/ha 

Kepadatan 
Permukiman 

Kepadatan  rumah atau bangunan rata-rata pada suatu unit permukiman termasuk 
padat >100 unit/ha 

Sistem Kegiatan Penggunaan Lahan 
Campuran 

Mengukur penggunaan lahan campuran dapat menggunakan menggunakan metode 
indeks entropi dengan melihat persentase dua atau lebih penggunaan di suatu wilayah. 

Lahan campuran dicirikan dengan nilai indeks entropi mendekati 1. 
Ketersediaan fasilitas 

perkotaan 
Tersedianya dan terjangkaunya jumlah sarana perkotaan (pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, perdagangan dan jasa, RTH, serta kebudayaan dan rekreasi). 
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Variabel Indikator Parameter 
Aksesibilitas Lokasi asal dan tujuan pergerakan; kemudahan dalam menjangkau tujuan pergerakan; 

ketersediaan sistem transportasi umum. 
Sistem Jaringan Konektivitas jaringan 

jalan 
Minimal rasio minimum konektivitas  adalah 1.0. 

Ketersediaan fasilitas 
pedestrian 

Tersedianya jaringan jalur pedestrian di jalan arteri dan kolektor sehingga ramah 
pejalan kaki. 

Sistem 
Pergerakan 

Ketersediaan 
transportasi umum 

multimoda 

Ketersediaan sistem transportasi multimoda yang merupakan penggabungan antara 
jaringan jalan dengan moda transportasi umum. 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia, 2004; Bordoloi et. al., 2013; Buchari, 2010; Corpuz, 2007; Direktorat 
Pengembanagan Permukiman Direktoral Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2006; Kementerian Pekerjaan Umum, 2014; 
Odoki et. al., 2001; Papaioannou & Martinez, 2015; Pemerintah Republik Indonesia, 2011; Turner et. al., 2001; UN-Habitat, 2015. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer  
mengumpulkan data asli atau data terbaru langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2014). Dalam pengumpulan data primer, data 
berasal dari hasil observasi dan hasil kuesioner. Data yang didapatkan dari hasil observasi penelitian ini mencakup data 
persebaran dan ketersediaan fasilitas perkotaan, ketersediaan jaringan pedestrian, dan ketersediaan transportasi umum 
multimoda. Data kuesioner ditujukan kepada masyarakat Kota Depok dan digunakan untuk mengetahui pendapat masyarakat 
mengenai aksesibilitas masyarakat dan keberadaan nodal-nodal perpindahan transportasi. Teknik cluster random sampling 
dilakukan dalam penarikan sampel. Populasi merupakan seluruh masyarakat Kota Depok pada tahun 2020 yang berjumlah 
2.056.335 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2021). Penarikan sampel merepresentasikan populasi yang ada dengan 
tingkat kesalahan sebesar 10% (e=0,1) dengan menggunakan rumus Slovin sehingga menghasilkan ukuran sampel sebesar 
100 jiwa. Rumus Solvin digunakan sebagai representasi yang dapat digeneralisasikan dengan perhitungan sederhana 
(Patarianto, 2015). DI sisi lain, teknik pengumpulan data sekunder adalah perolehan data dari sumber resmi. Data sekunder 
didapatkan dari instansi pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Depok dan meliputi data kepadatan penduduk, kepadatan 
perumahan permukiman, penggunaan lahan eksisting, serta peruntukan penggunaan lahan di Kota Depok. 

3.2 TEKNIK ANALISIS 

Teknik analisis spasial digunakan dalam mengidentifikasi potensi wilayah kompak di Kota Depok. Teknik analisis tersebut 
mengidentifikasi karakteristik daerah tertentu sehingga dapat memvisualisasikan data spasial yang dapat menciptakan 
konsensus perencanaan (Yudono, 2018). Penelitian ini menggunakan teknik analisis spasial dengan pendekatan Sistem 
Informasi Geografi (SIG) berbasis komputer dan pendekatan keruangan dalam setiap analisisnya (Handayani et. al., 2005; 
Keele, 1997). Pada penelitian ini, teknik analisis spasial menggunakan analisis proximity atau kedekatan dengan 
menggunakan analisis buffer tool pada aplikasi pemetaan ArcGIS untuk mengetahui hubungan layer dengan jarak yang sudah 
ditentukan (Aqli, 2010). Dalam penelitian ini, teknik analisis faktor kedekatan digunakan dalam menganalisis indikator 
ketersediaan dan jangkauan sarana perkotaan guna mengidentifikasi persebaran sarana pada kawasan studi. Selanjutnya 
terdapat analisis overlay yang merupakan analisis dengan menggunakan overlay tool yang ada pada aplikasi ArcGIS dengan 
memproses tumpang tindih layer data sehingga menghasilkan analisis baru (Aqli, 2010; Handayani et. al., 2005). Teknik 
analisis spasial overlay digunakan untuk menganalisis variabel kepadatan guna lahan yang memproses tumpang tindih antara 
kepadatan bangunan dengan kepadatan perumahan dan permukiman. Selain itu, teknik analisis ini digunakan untuk analisis 
kekompakan Kota Depok yang dilihat dari peta indikator kota kompak. 

Teknik analisis lainya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif. Analisis statistik 
deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis mengenai fakta dan fenomena yang diteliti 
(Nazir, 1988). Selain itu, teknik analisis deskriptif merupakan analisis data yang didapatkan dengan mendeskripsikan tanpa 
melakukan generalisasi (Sugiyono, 2014). Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan data 
yang berupa angka sehingga menjadi penjelasan deskripsi, yakni digunakan untuk menganalisis aksesibilitas Kota Depok 
yang didapatkan dari hasil kuesioner, guna lahan campuran, ketersediaan transportasi multimoda, dan ketersediaan sistem 
jaringan di Kota Depok. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 KEPADATAN GUNA LAHAN 

Aspek kepadatan merupakan hal penting dalam melihat potensi penerapan konsep kota dalam suatu kawasan maupun 
kota, dimana kota yang kompak mampu memaksimalkan lahan perkotaan sehingga dapat memusatkan dan mengurangi 
konversi lahan sehingga muncul intensifikasi lahan (Lock, 1995). Proses perkembangan kota yang kompak memiliki kepadatan 
yang tinggi (Roseth, 1991). Kepadatan dapat menunjukkan intensitas penggunaan lahan sangat tinggi di suatu wilayah dengan 
beragamnya penggunaan lahan yang ada. Kepadatan guna lahan pada penelitian ini yang mendukung potensi penerapan 
konsep kota kompak terdiri dari kepadatan lahan terbangun dan kepadatan permukiman. Analisis kepadatan lahan terbangun 
didapatkan dari perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan terbangun di Kota Depok. Perkembangan kota yang 
kompak didukung dengan adanya kepadatan guna lahan tinggi dengan ditandai dengan wilayah dengan hasil  lebih dari 150 
populasi/ha (UN-Habitat, 2015). Dari hasil olah data, didapatkan rata-rata kepadatan lahan terbangun Kota Depok tinggi, yakni 
169 jiwa/ha. Sejumlah 34 kelurahan atau 50% wilayah di Kota Depok diklasifikasikan berkepadatan tinggi dengan persebaran 
kepadatan lahan terbangun teraglomerasi di pusat/tengah Kota Depok dengan mengarah ke arah selatan. 

Kepadatan permukiman dapat digambarkan dari rata-rata jumlah unit bangunan dengan luas peruntukan permukiman. 
Potensi adanya kekompakan kota dapat dilihat dari indikator kepadatan perumahan dan pemukiman yang tinggi, jika wilayah 
tersebut memiliki lebih dari 100 unit rumah di setiap hektar wilayah (Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat 
Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2006). Dari hasil dari olah data, dapat diidentifikasi rata-rata kepadatan 
perumahan dan permukiman di Kota Depok memiliki klasifikasi sedang dengan nilai 79 unit/ha. Sejumlah 17 kelurahan di Kota 
Depok memiliki rata-rata kepadatan permukiman lebih dari 100 unit/ha atau dapat dikatakan 23% wilayah Kota Depok 
merupakan wilayah dengan kepadatan permukiman yang tinggi. Dari peta kepadatan perumahan permukiman Kota Depok, 
didapatkan kepadatan pemukiman terkonsentrasi sepanjang jaringan Jalan Margonda. 

  
Gambar 2. Peta Kepadatan Guna Lahan Kota Depok 

Dari hasil analisis dapat bahwa 22% wilayah Kota Depok memiliki potensi pengembangan kota kompak jika dilihat dari 
kepadatan penggunaan lahan. Wilayah-wilayah dengan kepadatan guna lahan tinggi dapat memaksimalkan kepadatan lahan 
terbangun sehingga memenuhi potensi perkembangan kota yang kompak. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa terdapat pula 
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wilayah dengan kriteria sedang dan rendah di Kota Depok. Pada wilayah-wilayah tersebut perlu adanya peningkatan 
kepadatan agar memenuhi parameter konsep kota kompak sehingga muncul intensifikasi lahan. 

4.2 PENGGUNAAN LAHAN CAMPURAN  

Guna lahan di Kota Depok yang cukup beragam dapat dilihat pada Gambar 3. Guna lahan di Kota Depok didominasi oleh 
permukiman dengan luas 7.015,8 Ha atau 38% dari total luas Kota Depok. Kawasan permukiman di Kota Depok cenderung 
didominasi oleh permukiman tidak teratur dan tersebar di seluruh kelurahan dan perkembangannya mengikuti jaringan jalan. 
Setelah permukiman, peruntukan lahan Kota Depok didominasi ruang terbuka dan kebun campuran yang proporsinya juga 
cukup tinggi yaitu 30% dari luas wilayah di Kota Depok atau memiliki luasan 5.489,4 Ha. Ruang terbuka dan kebun campuran 
tersebut terdiri atas oleh tegalan/ladang dan kebun/tanaman. Dalam peruntukan sarana perkotaan, Kota Depok didominasi 
oleh sarana perdagangan dan jasa dengan luasan 743,9 Ha. 

 
Gambar 3. Diagram Penggunaan Lahan Kota Depok 

 
Gambar 4. Peta Nilai Indeks Entropi Kota Depok 
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Dalam penelitian ini, penggunaan lahan campuran dihitung menggunakan nilai indeks entropi pada tiap kelurahan di Kota 
Depok. Perhitungan indeks entropi akan menghasilkan nilai 0 hingga 1. Dapat dilihat pada Gambar 4 nilai indeks entropi Kota 
Depok memiliki nilai terendah 0,29 yang berada di Kelurahan Tapos dan nilai tertinggi 0,64 yang berada di Kelurahan 
Sukmajaya. Berdasarkan parameter, kawasan yang memiliki penggunaan lahan campuran memiliki nilai indeks entropi lebih 
dari 0,5 (Bordoloi et. al., 2013). Dengan kata lain, diketahui bahwa Kota Depok hanya memiliki 27 dari 63 kelurahan atau 41% 
dari seluruh wilayah yang memiliki keberagaman guna lahan atau guna lahan campuran. Wilayah-wilayah tersebut memiliki 
potensi penerapan konsep kota kompak seperti dijelaskan oleh Williams bahwa kota kompak yang merupakan penerapan 
perkembangan berkelanjutan yang salah satunya dicairkan dengan adanya keberagaman guna lahan pada lahan perkotaan 
(Burton et. al., 1996). Foord (2010) menjelaskan bahwa penggunaan lahan campuran memberikan perkembangan kota yang 
berkelanjutan yang efisien. 

4.3 SISTEM KEGIATAN 

Dalam sistem transportasi makro, sistem kegiatan diartikan sebagai tatanan kegiatan yang menimbulkan pergerakan 
transportasi. Sistem kegiatan merupakan penggabungan aspek tata guna lahan dan transportasi yang saling mendukung 
sehingga memunculkan pergerakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Penggabungan antara sistem tata guna lahan 
dan jaringan transportasi akan memunculkan aksesibilitas yang dapat mendukung aktivitas di perkotaan (Miro, 1997). Sistem 
kegiatan dalam mendukung penerapan konsep kota kompak adalah dengan tersedianya dan terjangkaunya fasilitas perkotaan 
pada suatu wilayah. Dalam penelitian ini, ketersediaan dan keterjangkauan sarana diukur berdasarkan ketentuan radius 
pelayanan SNI 03-1733-2004, dimana sarana yang dilihat adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, 
sarana perdagangan dan jasa, sarana ruang terbuka hijau, dan sarana kebudayaan dan rekreasi (Badan Standarisasi Nasional 
Republik Indonesia, 2004). 

 
Gambar 5. Peta Jangkauan Sarana Kota Depok 

Berkaitan dengan ketersediaan sarana, Kota Depok dapat dikatakan memiliki ketersediaan sarana yang beragam. Namun, 
ketersediaan sarana ruang terbuka hijau yang berupa taman masih tergolong kurang karena tidak setiap wilayah memiliki 
taman. Dari hasil analisis overlay antara jangkauan sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana perdagangan dan jasa 
(lihat Gambar 5), didapatkan bahwa 46% wilayah di Kota Depok sudah terlayani dengan sarana-sarana tersebut. Hal ini terjadi 
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karena tidak ratanya ketersediaan dan jangkauan sarana pada kawasan pinggiran Kota Depok, dimana umumnya sarana-
sarana tersebut berpusat pada pusat Kota Depok. Terpusatnya sarana-sarana tersebut memiliki potensi penerapan konsep 
kota kompak karena adanya konsentrasi kegiatan guna lahan (Roychansyah, 2006). Pusat-pusat persebaran sarana tersebut 
juga dapat menjadi faktor kawasan yang menarik pergerakan karena merupakan kawasan dengan guna lahan yang intens 
(Tamin, 2000). Namun, untuk mendukung penerapan konsep untuk seluruh wilayah di Kota Depok, masih diperlukan 
penambahan sarana-sarana perkotaan terutama pada kawasan pinggiran yang belum terjangkau. 

Aksesibilitas mengukur tingkat kemudahan pencapaian guna lahan dalam sistem transportasi yang ada (Miro, 1997). 
Konsep kota kompak merupakan konsep yang dapat mereduksi perjalanan dengan adanya aksesibilitas yang tinggi dengan 
adanya konektivitas antar kegiatan sosial (Bardhan et. al., 2015; Elizabeth Burton et. al., 1996; Neuman, 2005). Pada analisis 
aksesibilitas, digunakan parameter lokasi dan tujuan pergerakan, kemudahan dalam menjangkau sarana-sarana perkotaan, 
dan ketersediaan sistem transportasi umum. Hasil kuesioner pada 106 responden menunjukkan tujuan perjalanan masyarakat 
Kota Depok adalah sarana pertokoan dan sarana peribadatan. Sarana-sarana tersebut juga memiliki kemudahan terjangkau 
yang tinggi (jarak 1-2 km), dimana persebaran sarana pertokoan dan peribadatan cukup tersebar hampir di seluruh wilayah di 
Kota Depok. Terkait ketersediaan transportasi umum, umumnya masyarakat Kota Depok masih menggunakan transportasi 
pribadi untuk menjangkau sarana-sarana yang tidak terjangkau transportasi umum dengan mudah. Dengan demikian, perlu 
adanya peningkatan penyediaan sarana di kawasan pinggiran kota untuk memaksimalkan keragaman aktivitas pada wilayah 
pinggiran Kota Depok sehingga mendukung intensifikasi kegiatan. 

4.4 SISTEM JARINGAN 

Sistem transportasi makro merupakan bentuk keterkaitan antara berbagai aspek agar dapat mengoptimalkan proses 
perpindahan barang maupun manusia secara menyeluruh. Dalam sistem transportasi, salah satu sistem yang mempengaruhi 
adalah sistem jaringan (Tamin, 2000). Untuk menciptakan sistem jaringan yang berkelanjutan, prasarana transportasi yang 
terdiri dari jaringan jalan, jalur pedestrian, dan jalur sepeda perlu diperhatikan (National League of Cities, 2013). Dari perspektif 
kota kompak yang merupakan konsep perkembangan kota yang berkelanjutan (Bibri, Krogstie, & Kärrholm, 2020), penerapan 
sistem jaringan perkotaan perlu memperhatikan sistem jaringan jalan dan jalur pedestrian yang berkelanjutan. 

Sistem jaringan terdiri dari unsur-unsur jalan dan prasarananya. Dalam penelitian ini, sistem jaringan transportasi yang 
mendukung konsep kota kompak adalah jaringan jalan yang memiliki konektivitas dan ketersediaan jaringan pedestrian. 
Konektivitas penting agar aktivitas masyarakat dapat terakomodasi dan ketersediaan jaringan pedestrian penting dalam 
mendukung pergerakan dalam waktu yang singkat. Dari hasil penelitian indikator konektivitas jaringan jalan, dapat diketahui 
bahwa rasio perbandingan antara panjang jalan dengan luas wilayah di Kota Depok adalah 1,6 atau didapatkan 58 kelurahan 
atau 90% wilayah memiliki konektivitas tinggi dengan nilai lebih dari 1. Dari ketersediaan sistem jaringan pedestrian, 
ketersediaan pedestrian dalam menunjang potensi kota kompak di Kota Depok adalah sebesar 50% pada jaringan jalan arteri 
dan kolektor. 

Potensi penerapan konsep kota kompak dapat dilihat dari konektivitas jalan yang mampu menjadi jaringan pergerakan 
masyarakat. Namun, jika melihat ketersediaan jaringan jalan Kota Depok, Kota Depok kurang mampu mengimplementasi 
penerapan konsep kota kompak. Sesuai yang telah diungkapkan oleh Roychansyah (2006), jalur pedestrian menjadi sangat 
penting dalam penerapan konsep kota kompak karena perkembangan kota terjadi akibat dari adanya intensifikasi kegiatan 
sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan hanya berjalan kaki. 

4.5 SISTEM PERGERAKAN 

Sistem pergerakan merupakan salah satu komponen dalam sistem transportasi makro. Tamin (2000) menjelaskan bahwa 
sistem pergerakan menjadi hal penting dalam terciptanya pergerakan yang aman, nyaman, efektif, dan efisien. Dalam konteks 
perkembangan kota kompak, pergerakan yang terjadi ditunjang dengan adanya transportasi umum/publik (Bardhan et. al., 
2015; Burton et. al., 1996). Untuk terciptanya pergerakan yang efektif dan efisien pada transportasi umum perlu perkembangan 
multimoda. Indikator konsep kota kompak yang dikemukakan oleh Neuman menjelaskan salah satu karakteristik kota kompak 
adalah tersedianya transportasi multimoda (Neuman, 2005). 
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Dalam penelitian ini, teridentifikasi tujuh nodal multimoda di Kota Depok. Nodal-nodal tersebut merupakan tempat 
perpindahan antarmoda yang terdiri dari persimpangan jaringan jalan, stasiun, dan terminal. Dari hasil observasi terhadap 
hasil penemuan nodal tersebut, terdapat satu nodal yang mencirikan kawasan yang kompak, yakni yang berada pada integrasi 
antar Terminal dan Stasiun Depok Baru. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang didukung adanya integrasi antarmoda 
berbasis jalan dan rel dan didukung dengan penggunaan lahan yang campuran pada kawasan sekitarnya. Namun, 
ketersediaan modal multimoda di Kota Depok tidak sebanding dengan luasan wilayah yang ada. Nodal-nodal tersebut 
umumnya tersedia pada pusat-pusat aktivitas seperti kawasan perdagangan dan tidak dapat melayani seluruh kota. Untuk itu, 
Kota Depok dapat memaksimalkan integrasi antarmoda yang ada sehingga terciptanya pergerakan yang efektif dan efisien. 

4.6 TINGKAT KEKOMPAKAN DI KOTA DEPOK 

Kota Depok diketahui memiliki isu perkembangan kota yang mengarah kepada perkembangan kota yang sprawl sehingga 
mengakibatkan adanya kepadatan penduduk yang tidak merata di wilayahnya. Kota Depok, yang merupakan bagian wilayah 
metropolitan Jabodetabek yang memiliki fungsi sebagai kota penyangga dari DKI Jakarta, memiliki isu adanya perkembangan 
lahan yang masif akibat perkembangan kota inti. Dengan demikian diasumsikan konsep perkembangan kota yang kompak 
dapat menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rochyansyah (2006), bahwa konsep 
perkembangan kota kompak menjadi alternatif dari perkembangan kota yang acak dan dapat mendorong pembangunan kota 
yang berkelanjutan. 

Analisis tingkat kekompakan akan menganalisis kekompakan yang ada di Kota Depok dengan menggunakan indikator-
indikator kota kompak yaitu kepadatan lahan terbangun, kepadatan permukiman, penggunaan lahan campuran, ketersediaan 
dan jangkauan fasilitas perkotaan, aksesibilitas, konektivitas jaringan jalan, ketersediaan fasilitas pedestrian, dan ketersediaan 
transportasi umum multimoda. Pengukuran analisis ini berasal dari hasil yang diperoleh dari analisis sebelumnya yang 
berkaitan dengan tata guna lahan dan sistem transportasi dengan teknik gabungan/overlay sehingga dapat menggambarkan 
sebaran wilayah di Kota Depok yang mendukung atau berpotensi dalam implementasi konsep kota kompak. 

Tabel 3. Matriks Indikator Tingkat Kekompakan Kota Depok 

Indikator Parameter Hasil 
Kota Depok Kelurahan 

Kepadatan build up area 150 jiwa/ha 169 jiwa/ha 50% 
Kepadatan perumahan dan 

permukiman 
100 unit/ha 79 unit/ha 23% 

Mix used Nilai indeks entropi > 0,5 0.45 41% 
Keterjangkauan dan ketersediaan 

sarana 
Terjangkau dan tersedia sesuai dengan radius 

pencapaian 
46% - 

Aksesibilitas Lokasi asal dan tujuan pergerakan; kemudahan 
dalam menjangkau tujuan pergerakan; ketersediaan 

sistem transportasi umum 

33% - 

Konektivitas jaringan jalan Minimal rasio minimum konektivitas  adalah 1.0 1.6 90% 
Ketersediaan jalur pedestrian Tersedianya jaringan jalur pedestrian di jalan arteri 

dan kolektor sehingga ramah pejalan kaki 
50% - 

Ketersediaan multimoda Ketersediaan sistem transportasi multimoda yang 
merupakan penggabungan antara jaringan jalan 

dengan moda transportasi umum 

- 19% 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia, 2004; Bordoloi et. al., 2013; Buchari, 2010; Chowdhury, Hasan, & Abdullah-Al-
Mamun, 2020; Corpuz, 2007; Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 
2006; Kementerian Pekerjaan Umum, 2014; Odoki et. al., 2001; Papaioannou & Martinez, 2015; Pemerintah Republik Indonesia, 2011; 
Turner et. al., 2001; UN-Habitat, 2015 

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa implementasi konsep kota kompak di Kota Depok didukung dengan adanya kepadatan 
lahan terbangun yang sudah memenuhi parameter karena memiliki rata-rata lebih dari 150 jiwa/ha. Indikator pendukung 
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lainnya adalah sudah adanya konektivitas jaringan jalan dengan rasio antara panjang jaringan jalan dengan luasan wilayah 
yang melebihi parameter yang ada yaitu 1,6 dengan cakupan hampir di seluruh wilayah Kota Depok. Di sisi lain, indikator yang 
tidak mendukung adalah ketersediaan multimoda di Kota Depok yang hanya tersedia di pusat kota. 

Dari hasil analisis, terdapat delineasi wilayah di Kota Depok yang memiliki kekompakan karena mendukung seluruh 
indikator penelitian. Pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas perkotaan yang ada di 
Kota Depok dengan luasan wilayah 2.422 ha atau 12% wilayah Kota Depok. Wilayah tersebut teraglomerasi di sembilan 
kelurahan di Kota Depok, yaitu Kelurahan Abadijaya, Baktijaya, Depok, Depok Jaya, Kemirimuka, Mekarjaya, Mekarsari, Pasir 
Gunung Selatan, dan Tugu. Persebarannya dapat dilihat pada Gambar 6 yang merupakan peta analisis kekompakan.  

Delineasi kawasan cenderung kompak berada pada 34 kelurahan di Kota Depok atau dengan luas 9.343,79 ha atau 47% 
dari wilayah Kota Depok. Kawasan tersebut tersebar di sekitar wilayah kompak. Hal tersebut terjadi karena umumnya kawasan 
tersebut hanya mendukung sebagian indikator kota kompak, yaitu tidak memiliki kepadatan yang sesuai dan tidak terjangkau 
oleh sarana-sarana perkotaan. Sementara itu, kawasan pinggir Kota Depok dapat diklasifikasi sebagai kawasan yang tidak 
kompak dengan luasan wilayah 8.232,69 ha atau 41% wilayah Kota Depok. Hal tersebut terjadi karena wilayah tersebut tidak 
dapat memenuhi indikator kota kompak, yakni umumnya memiliki penggunaan lahan cenderung homogen, kepadatan lahan 
yang masih rendah, dan sistem transportasi yang masih kurang untuk menunjang konsep perkembangan kota kompak. 

 
Gambar 6. Peta Jangkauan Sarana Kota Depok 

5. KESIMPULAN 

Konsep kota kompak merupakan konsep perencanaan kota yang banyak dikembangkan di berbagai negara dengan 
menerapkan penggunaan lahan yang efisien sehingga dapat mengurangi pergerakan dan didukung dengan ketersediaan 
sistem transportasi publik. Penilaian tata guna lahan dan sistem transportasi di Kota Depok menurut perspektif konsep kota 
kompak dalam penelitian ini memiliki delapan indikator. Aspek tata guna lahan dapat mendukung konsep kota kompak jika 
memiliki kepadatan guna lahan yang tinggi. Potensi lainnya adalah adanya kawasan dengan penggunaan lahan campuran 
(mixed-used), dan memiliki ketersediaan dan keterjangkauan sarana perkotaan. Dari aspek sistem transportasi, indikator yang 
dapat mendukung konsep kota kompak adalah adanya ketersediaan jalur pedestrian, konektivitas jaringan jalan yang tinggi, 
aksesibilitas dalam menjangkau sarana perkotaan dengan mudah, dan ketersediaan transportasi umum multimoda yang dapat 
mendukung pergerakan yang terpadu dan efisien. 
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Ditinjau dari aspek tata guna lahan, kepadatan guna lahan Kota Depok masih belum dapat dikategorikan tinggi. Hanya 
sebagian wilayah di pusat kota memiliki kepadatan yang tinggi, sedangkan kawasan pinggiran kota masih cenderung memiliki 
kepadatan yang rendah. Guna lahan campuran merupakan ciri kota kompak dari aspek tata guna lahan. Saat ini Kota Depok 
memiliki 41% wilayah yang mencirikan keseimbangan proporsi guna lahan pada wilayahnya atau wilayah mixed used. Wilayah 
campuran tersebut menyebar, dengan dominasi di pusat kota dan wilayah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan 
Provinsi Banten. Sedangkan untuk keterjangkauan sarana, didapatkan hasil bahwa 46% wilayah Kota Depok belum tercukupi 
oleh sarana-sarana perkotaan. 

Ditinjau dari aspek sistem transportasi yang melihat dari aksesibilitas kota, konsep kota kompak mendukung tingginya 
tingkat aksesibilitas dalam menjangkau fasilitas perkotaan sehingga dapat mengurangi pergerakan. Dari hasil analisis, 
didapatkan masyarakat Kota Depok umumnya memiliki tujuan pergerakan menuju sarana pertokoan, peribadatan, dan 
kesehatan. Sistem jaringan Kota Depok sudah didukung dengan konektivitas yang tinggi, dimana hampir seluruh wilayah di 
Kota Depok sudah terkoneksi dengan jaringan jalan dengan rasio 1,9. Lebih lanjut, pada indikator ketersediaan jaringan 
pedestrian, 50% jaringan jalan arteri dan kolektor di Kota Depok sudah memiliki pedestrian. Ketersediaan multimoda yang ada 
di Kota Depok belum tersebar di seluruh wilayah. Kota Depok hanya memiliki 7 nodal multimoda yang umumnya berada di 
pusat kota. Satu nodal yang mendukung penerapan konsep kota kompak berada di kawasan Stasiun dan Terminal Depok 
Baru dengan didukung integrasi antar transportasi berbasis rel dan jalan dan juga adanya lahan campuran di sekitar kawasan. 

Dari hasil analisis overlay indikator-indikator kota kompak, diketahui bahwa sebesar 2.422 ha atau 12% wilayah Kota 
Depok memiliki potensi wilayah yang kompak. Wilayah tersebut mencakup 14 kelurahan dan sangat berpotensi dalam 
penerapan konsep kota kompak dari perspektif tata guna lahan dan sistem transportasi. Oleh karena itu, untuk menjadikan 
seluruh wilayah Kota Depok memiliki potensi kota kompak, perlu adanya optimalisasi pertumbuhan spasial kota dengan 
mendorong pemerataan pembangunan agar persebarannya lebih merata. Kepadatan dapat mengoptimalkan pembangunan 
kota mengarah pada pembangunan vertikal. 
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